
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREB0N

NOMOR           :   600.2/Kep.    226    -DPKPP/2024
LAMPIRAN      :  1  (satu) Lampiran

TENTENG

PENETAPAN KAWASAN PERMURIMAN DESA WISATA
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang      : a.   bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  bertempat  tinggal  dan
mendapatkan lin8hamgan hidup yang lark dan sehat;

b.   bahwa berdasalkan ketentuan  Pasal 7  ayat  (2)  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor 7 Tahun  2018 tentang
Rencana    Tata    Ruang    Wilayah     Kabupaten     Cirebon
Tahun     2018-2038,     strategi    pengembangrn    ha:wasan
peruntukan pariwisata meliputi mengembanghan prasarana
dan sarana pendukung kegiatan pariwisata;

c.   bahwa  desa  wisata  m€mpunyai  peranan  penting  unt-uk
memajukan     kesejahteraan     masyarakat,     menciptakan
kesempatan  berusaha  dan  lapangan  keria,  optinalisasi
perekonomian       pemberdayaan        masyarakat ,        serta
mengangkat,    melestarikan,    dan    meHndungi    nilai-nilal
budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian semi
dan ramah lingkungan;

d.   dalam  rangka  mendukung  fungsi  kawasan  permukiman
desa    wisata    maka   diperlukan    peningkatan    kualitas
infrastrmktur kawasan permuhiman desa wisata;

e.   bahwa    berdasarkan     ketentuan     Pasal     15     huruf    i
Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2011  tentang Perumahan
dan  Kawasan  Permukiman,  Pemerintah  Kabupaten/Kota
mempunyai   tugas   melaksanakan   peningkatan   kualitas
perumahan dan permukiman;



bahwa berdasarhan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan
Permukiman Desa Wisata di Kabupaten Cirebon;

Mengingat         : 1.   Undang-Undang     Nomor      14     Tahun      1950     tentang
Pembentukan       Daerah -Daerah       Kabupaten        Dalam
Lin9kungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia   tanggal   8   Agustus   1950)   sebagaimana  telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   1968
tentang     Pembentukan     Kabupaten     Purwakarta     dan
Kabupaten   Subang   dengan   mengubah   Undang-Undang
Nomor      14      Tahiim       1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daeral   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Propinsi
Djawa    Barat    {Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   1968   Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2.   Undang-Undang     Nomor     10     Tahun     2009     tentang
Kepariwisataan    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   2009   Nomor   11,   Tambahan   Lembarari   Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  te.rakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta  Kelja  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

3.   Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2011  tentang Perumahan
dan   Kawasan  Pemukiman   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia  Taliun  2011   Nomor   7,  Tambahan   Lembarari
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;

4.   Undang-undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tarnbalian      Lembaran      Negara      Republife      Indonesia
Nomor  5495),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023
tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentan,g Cipta Keria
menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang~Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta  Kelja  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2023   Nomor  41,  Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   14   Tahun   2016   tentang
Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tchun    2016
Nornor 101 , Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5833)  sebagalmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   14   Tahtm   2016   tentang
Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2021
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6624};

7.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018
tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Cirebon
Tahun  2018-2038  (Itembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2018 Nomor 7);

9.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor 57  Tahun  2022  tentang
Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di kabupaten
Cirebon  (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2022
Nomor 57).

Memperhatikan  : 1.  Keputusan                               Bupati                               Cirebon
Nomor                                       556/ Kep.429-DISBUDPAR/ 2022
Tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Desa Wisata di
Kabupaten Cirebon ;

2.  Keputusan                              Bupati                              Cirebon
Nomor                                       556/ Kep. 52 7-DISBUDPAR/ 2023
Tanggal  12  Juni  2023  tentang Penetapan  Desa Wisata di
Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN  : KEPUTUSAN BUPATI CIRBBON
NOMOR     :  600.2/Kep.  226  -DPKPP/2023
TANGGAL  :    8   Mei   2024
TENTANG  : KAWASAN       PERMUKIMAN       DESA       WISATA

DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KAAVASAH pERMUKimAlf DESA VlsATA
DI KABtmATE« clREBON

a.  Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon
Nomar 556/Kep.429-DISBUDPAR/2022 Tanggal 15 Agustus 2022

Ho Katrasan Permukiman Lokasi
Kecamatan Desa

1 Desa Wisata Babakan Gebang Babakan Babakan Gebang
2 Desa Wisata Ciawigajah Beber Ciawigajah
3 Desa Wisata Ciledug Kulon Ciledug Ciledug Kulon
4 Desa Wisata Cikalahang Duku pu n tang         ' Cikalahang
5 Desa Wisata Gebang Kulon Ciebang Gebang Kulon
6 Desa Wisata Palimanan Barat Gempol Palimanan Barat
7 Desa Wisata Kamarang Greged Kamarang
8 Desa Wisata Jatipancur Greged Jatipancur
9 Desa Wisata Simabaya Gunungjati Simabaya
10 Desa Wisata Jamblang Janblang Jamblan8
11 Desa Wisata Bakung Kidul Janblang Bakung Kidul
12 Desa Wisata Kalideres Kaliwedi Kalideres
13 Desa Wisata Belawa Lemahabang Belawa
14 Desa Wisata Mundu Pesisir Mundu Mundu Pesisir
15 Desa Wicata Kepuh Palimanan Kequh
16 Desa Wisata Pengarengan Pangenan Pengarengan
17 Desa Wisata Tonjong Pasaleman Tonjong
18 Desa Wisata Kertawangun SedonE Kertawangun
19 Desa Wisata Panambangan Sedong Panambangan
20 Desa Wisata Sedong Ilor sedong Sedong Lor
21 Desa Wisata Kecomberan Talun Kecomberan
22 Desa Wisata Sarwadadi Talun S-adadi

b.  Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 556 / Kep.527-
DISBUDPAR/2023 Tanggal 12 Juni 2023

tto K&wasan Permukiman Lokasi
Hecanatan -

1 Desa Wisata Cupang Gempol Cupang
2 Desa Wisata Astana Gunungjati Astana
3 Desa Wisata Ambulu I.osari Ambulu
4 Desa Wisata Sinarancang Mundu Sinarancang
5 Desa Wisata Trusmi Wetan Plered Trusnd Wetan
6 Desa Wisata Windujaya Sedong Windujaya
7 Desa Wisata Matangaji Sumber Matangaji
8 Desa Wisata Suranenggala Suranenggala Suranenggala Kidul

REdul
9 Desa Wisata Kuban£ Talun Kuban£



Ho Kanp&san Permuki"n Lehasl
Hecamatan Des&

10 Desa Wisata Cipema Talun Cipe-a
11 Desa Wisata Kerandon Talun Kerandon
12 Deea Wisata Cempaka Talun Cempaha
13 Desa Wisata Waled Asem Waded Waled Asem

BUPATI CIREB0N,



No Kawasan Permukitnan L®kasl
Kecamat&n Des&

10 Desa Wisata Cipema Talun Cipe-a
11 Desa Wisata Kerandon Talun Kerandon
12 Desa Wisata Gem_paka Talun Cempaka
13 Desa Wisata Waded Asem Waded Waled Asen

BUPATI CIREB0N,
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NOTA   DINAS

Kapada
Dari

Tanogal
Nomor
Lempirafi
Perihal

BAPAX BuPATI CIREBQN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN RABuPATEN CIREBON
j8   Maret 2024

Gce.1                /   3s7        /DPKPP
1 (sato} beckas
Permohonan    Penctapan    Kawasan    Permukiman    Desa    VVI§ata    di
Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan  dengan  hormat,  dapat  kami  sampaikan  hal-hal

sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman di Kabupaten Cirebon yang sudah mendapatkan

pematian di bidang infrastruktur adalah kawasan permukiman di lokasi

peningkatan kualitas dan pencegahan perumahan kumuh dan kawasan
kumuh  Kabupaten  Cirebon  sesuai  dengan  Ketetapan  Bupati  Cirebon

Nomor 600/Kep.169-DPKPP/2023 tanggal 15 Maret 2023.

2. Sedangkan    kavasar)    permukiman    diluar   yang   telah    ditetapkan

sebagaimana  dimaksud  pada  angka  1,  belum  banyak  mendapatkan

perhatian dari Pemerintah terutama dibidang infrastruktur.
3.Salah   satu   kawasan   permukiman   sebagaimana   dimaksud   pada

angka  2  adalah  kawasan  permukiman  desa  wisata  yaitu  kawasan

permukiman   yang   letaknya   di   desa  wisata   yang   telah   ditetapkan
dengan      Keputusan      Bupati     Cirebon      Nomor     556/Kep.      429-

DfsBUDPAR/2022  tariggal  15  Agustus  2022  dan  Keputusan  Bupati

Cirebon Nomor 556/Kep. 527-DISBUDPAR/2023 tanggal 12 Juni 2023.

4. Bahwa  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten

Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tats Ruang Wlayah
Kabupaten    Cirebon    Tahun    2018-2038,    strategi    pengembangan

kawasan  peruntukan  pariwisata  meliputi  mengembangkan  prasarana

dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.

5. Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  infrastruktur  yaiig  mendukung

fungsi kawasan permukiman desa wisata,  Kawasan Permukiman Desa

Wisata   di   Kabupaten   Cirebon   perlu   ditetapkan   dalam   Keputusan

Bupati.

-



Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapek Bupati

berkenan    untuk    menandatangani    Keputusen    tentang    Penetapan

Kawasan Permukiman Desa Pesisir di Kabupaten Cirebon.

Demik.ian  alas  perhatian dan  perkeflannya,  kami  haturkan  terima

kasih.

REPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTARAHAN

RABUPATEN CIREBON,

NIP.196603301994031002



Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapek Bupati

berkenan    untuk    menandatangani    Keputusan    tentang    Penetapan

Kawasan Permukiman Desa Pesisir di Kabupaten Cirebon.

Bemikian  alas  perhatian  dan  perkenannya,  kami  haturkan  terima

kasih'

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANARAN

RABUPATEN CIREBON,

Pembina U rna Muda, lv/c
NIP.196603301994031002


